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 BAB III
OBYEK PENELITIAN KKL

3.1	Gambaran Umum BAPPEDA
3.1.1	 Sejarah Singkat  BAPPEDA
Bappeda Kabupaten Subang pada awalnya bernama Badan Pembangunan Kabupaten Subang disingkat (BAPEMKA) yaitu lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai perencana umum ditingkat Kabupaten
Dengan adanya perubahan dan tuntutan kebutuhan dalam pemerintahan maka diadakan perubahan yang semula BAPEMKA dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA, dipimpin oleh Ketua sebagai pimpinan membawahi Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
Pada Tahun 2001 terdapat perubahan kembali dari BAPPEDA menjadi Badan Perencana Daerah disingkat BAPEDA, berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencana Daerah Kabupaten Subang. BAPEDA merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh Kepala yang membawahi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Subang bertanggung jawab kepada Bupati.
Pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), serta. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, BAPEDA berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor :  8    Tahun 2008  Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang. 
Fungsi Bapeda adalah unsur perencana pembangunan pemerintahan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Tugas Pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh adalah Kepala Badan yang membawahi oleh Sekretaris yang membawahi  Kasubag. Serta 4 Bidang dimana tiap Bidang Membawahi 2 Kasubid.

3.1.2	letak Geografis Kantor BAPPEDA
Bappeda berada di Kabupaten Subang terletak di Bagian utara Profinsi Jawa Barat yang terletak antara 107 31’ sampai 107 54’ Bujur Timur dan 6 11’ sampai 6 49’ Lintang Selatan. 

3.1.3	Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2008, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2) Pengkoordinasian penyusun perencanaan pembangunan
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4) Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan.

3.1.4	Visi Dan Misi BAPPEDA
VISI BAPPEDA Kabupaten Subang yaitu:
“Mengakselerasi Pencapaian Visi Subang Melalui Perencanaan Terpadu”
Sebagai VISI diatas maka di tetapkan MISI BAPPEDA Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut:   
a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan umum, pengelolaan data makro dan laporan, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta melaksanakan penelitian sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.
b. Menyusun perencanaan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek.  
c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang efektif dan menjadi feed back bagi proses perencanaan berikutnya.
d. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan pendapatan daerah, yang aspiratip, akuntabel dan transparan.
Dari VISI dan MISI BAPPEDA Kabupaten Subang di atas maka memiliki tujuan yang akan di capai atau di laksanakan dalam jangka 1 s.d 5 tahun. Tujuan yang hendak dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Subang adalah:
a. Terumuskannya kebijakan teknis perencanaan pembanguna di bidang sosial budaya, prasarana tata ruang dan ekonomi.
b. Tersusunnya perencanaan umum daerah jangka panjang, menengah, dan pendek.
c. Terlaksananya evaluasi dan monitoring yang efektif.
d. Tersusunya rencana pendapatan dan belanja daerah, baik rutin maupun pembangunan yang aspiratip dan transparan.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka secara spesipik,terukur, dan waktu yang lebih pendek maka di buat sasaran sebagai beikut:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembanguna di bidang sosial budaya, prasarana tata ruang dan ekonomi melalui data yang berkualitas.
b. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan umum daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/ tahunan.
c. Monitoring penyelenggaraan kegiatan pembangunan PEMDA.
d. Tersusunnya  rencana anggaran pendapatan dan pendapatan daerah, yang aspiratip, akuntabel dan transparan.
Dari VISI dan MISI BAPPEDA Kabupaten Subang di atas maka memiliki tujuan ang akan di capai atau di laksanakan dalam jangka 1 s.d 5 tahun. Tujuan yang hendak dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Subang adalah:
a. Terumuskannya kebijakan teknis perencanaan pembanguna di bidang sosial budaya, prasarana tata ruang dan ekonomi.
b. Tersusunnya perencanaan umum daerah jangka panjang, menengah, dan pendek.
c. Terlaksananya evaluasi dan monitoring yang efektif.
d. Tersusunya rencana pendapatan dan belanja daerah, baik rutin maupun pembangunan yang aspiratip dan transparan.

3.1.5	Program Kerja BAPPEDA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang diarahkan pada upaya mengakselerasi berbagai kebijakan perencanaan pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, dimana untuk mencapai akselerasi tersebut selama kurun waktu Tahun 2003 - 2008 Bappeda Kabupaten Subang telah melakukan upaya membuat rumusan-rumusan kebijakan perencanaan umum melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:
a. Program Pengembangan dan Penelitian
b. Program Pembangunan Sistem Informasi
c. Program Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan
d. Program Pengolahan, Penyajian data dan Informasi Pembangunan
e. Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat
f. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
g. Program Pemantapan Sistem Pengendalian
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Berbagai kegiatan yang direalisasikan dalam Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006 dan termasuk kedalam program-program tersebut  kemudian pengelompokannya disesuaikan berdasarkan program-program yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diaplikasikan dalam penyusunan APBD Kabupaten Subang mulai Tahun Anggaran 2007.
Adapun program-program yang termasuk dalam urusan perencanaan pembangunan yang direalisasikan dalam APBD Tahun 2007 dan 2008 dan dikelola oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembagan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan  Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
h. Program Perencanaan Sosial Budaya
i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Realisasi pencapaian kinerja program-program dalam kurun waktu Tahun 2004-2008 dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yakni sebagai berikut :
1. Tinjauan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Subang (Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah)
2. Studi Kajian Pusat Pemasaran Produk / komoditi Industri Kecil dan UKM Kabupaten Subang
3. Studi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Subang
4. Studi Pengembangan Model Usaha Tani pada Wilayah Agropolitan dan Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Subang
5. Model dan Strategi Penge
6. membangun BUMD di Kabupaten Subang
7. Action Research Model Pendidikan Menengah Unggul di Kabupaten Subang
8. Survey Penjajagan Jalan Ruas-ruas Jalan Kabupaten
9. Digitalisasi Peta Ruas Jalan Desa ( 8 Kecamatan )
10. Penyusunan Petunjuk Operasional RTRW
11. Sensus Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli di Kabupaten Subang
12. Studi Alternatif Jalan Pantura Kab. Subang (APBD Provinsi)
13. Feasibility Study Unggulan Potensi Daerah (Kawasan Wisata Belanja Terpadu Ciater dan Pasar, Sub Terminal dan Pasar Hewan Jalan Cagak)
14. Kajian Pengendalian Banjir di Wilayah Pantur
15. Bantuan Biaya untuk Penelitian Pengembangan Varietas Nenas Si Madu di Kabupaten Subang kepada BPPPT-BBP Biotek SDGP Bogor
16. Studi Kelayakan  Investasi Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kelapa Patimban dan Pantai Sarewang
17. Studi Kelayakan dan Rancang Bangun Pasar Induk Beras di Kab. Subang
18. Analisis Penyusunan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kab. Subang
19. Biaya Operasional Public Private Partnership
20. Biaya Operasional Koordinasi Pembangunan Berbasis Gotong Royong
21. Penyusunan Strategi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Subang
22. Analisis Profil Kemiskinan dan Strategi Penanganannya di Kabupaten Subang
23. Studi kelayakan rancang bangun kawasan Terpadu,pelabuhan khusus ikan, Relokasi, TPI, Pengolahan Ikan (Hat Chery)
24. Analisis kawasan agropolitan
25. Pembuatan Masterpian Pertanian (APBD Provinsi)
26. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan Data Base Kabupaten Subang
27. Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka serta Visualisasi  Data Kabupaten Subang
28. Penunjang Program UNICEF
29. Penunjang Program UNFPA
30. Analisis Situasi Ibu dan Anak  Kabupaten Subang
31. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang
32. Biaya Operasional P2KP
33. Biaya Operasional TKPRD
34. Biaya Operasional Koordinasi Program Public Private Partnership
35. Pendamping Non Fisik NUSSP
36. Pembuatan Brosur dan Sosialisasi IPM
37. Pendamping Program Waspola
38. Kerangka Kinerja Perencanaan Pembangunan Berbasis Gotong Royong
39. Penyusunan Buku Pesona dan Peluang Kabupaten Subang
40. Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda)
41. Pendamping Program Pendanaan Kompetisi (PPK-IPM)
42. Penunjang PKPS BBM
43. Penunjang Operasional POKJA Sarana Air Bersih dan penyehatan Lingkungan (SABPL) Menuju Subang Sehat 2008
44. Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)
45. Program WISMP
46. Pembuatan Data Spasial Photo Udara
47. Master Plan infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)
48. Penyusunan Buku Pesona dan Peluang Investasi Kabupaten Subang
49. Potret Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Tahun 2005
50. Persiapan Award Gotong Royong
51. Pembuatan Sistem Monografi Kecamatan (APBD Provinsi)
52. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota (APBD Provinsi)
53. Inter Koneksi Data Antar Dinas
54. Biaya Operasional Pelaksana Indonesian Invesment Forum 
55. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat (Musrenbang RKPD)
56. Penyusunan Repetada (RKPD) dan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) / AKU
57. Penyusunan Poldas, Propeda dan Renstrada
58. Pelaksanaan Survey Pasca Rakorbang dan Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan
59. Penelitian RASK / RKA
60. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Pra Musrenbang RPJPD
61. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan daerah
62. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (PDP3D) dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
63. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
64. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyu sunan Dokumen Perencanaan
65. Penyusunan Profile Daerah
66. Pembuatan SIGDA
67. Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah
68. Pengembangan Teknologi Informasi Kantor Bapeda
69. Pengembangan Interkoneksi Data Antar Dinas
70. Fasilsitasi Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga
71. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
72. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
73. Biaya Penunjang Pamsimas
74. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan pembangunan Daerah
75. Penyusunan Protap Prioritas dan Plafond Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
76. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
77. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
78. Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah
79. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
80. Penyusunan Tabel Input/Output Daerah
81. Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan
82. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
83. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
84. Sistem Informasi Potensi Ekonomi Daerah
85. Penyusunan Master Plan Pengembangan Industri
86. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
87. Penyusunan Masterplan Otonomi Daerah Kabupaten Subang
88. Penyusunan Data dan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
89. Penyusunan Indikator Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur
Produk kebijakan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2004 – 2008 sebagai berikut :
1. Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Ekonomi , Pendidikan, Kesehatan dan Fisik Prasarana.
2. Data dan informasi Profil daerah.
3. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Daerah
4. Buku Subang Dalam Angka
5. Buku Kecamatan Dalam Angka
6. Buku Monografi Kecamatan
7. Pengembangan Teknologi Informasi Kantor Bapeda
8. Kajian pengembangan material komposit  berbahan baku serat nenas
9. Rencana Strategis pengembangan Metropolitan Subang
10. Pengkoordinasian pelaksanaan program-program NUSSP (peningkatan kualitas permukiman kumuh), PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat), dan Program-program UNICEF, serta program peningkatan kemampuan petani dan Stake Holder dalam pengelolaan irigasi secara partispatif atau WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Program)
11. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan pembangunan Daerah
12. Prosedur Tetap Prioritas dan Plafond Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
13. Dokumen Rancangan RPJPD 2005-2025 hasil Musrenbang Kecamatan dan Pembahasan dengan SKPD
14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
15. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pembangunan Daerah
16. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Subang
18. Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
19. Pelaksanaan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
20. Dokumen kajian tentang perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang
21. Dokumen Indikator Ekonomi Daerah 
22. Dokumen model perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang meliputi aspek kelembagaan dan keuangan
23. Dokumen Kajian Penyusunan Tabel Input Output Daerah
24. Dokumen Kajian Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
25. Dokumen Kajian dan peta daerah rawan pangan di Kabupaten Subang
26. Pelaksanaan Pendamping PPK-IPM
27. Buku Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kabupaten Subang
28. Buku Indikator Gender Kabupaten Subang
Realisasi program dan kegiatan dalam rangka membuat rumusan-rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2003 – 2008 pada dasarnya terfokus kepada upaya-upaya sebagai berikut: Pengembangan Data/Informasi; Kerjasama Pembangunan; Perencanaan  Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Perencanaan  Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; Perencanaan Pembangunan Daerah; Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Perencanaan Sosial Budaya; dan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

3.1.6	Struktur Organisasi BAPPEDA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Subang yaitu sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik,  membawahkan :
1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan ;
2. Sub Bidang Penelitian dan Statistik.
d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan.
e. Bidang Ekonomi, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi;
2. Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri.
f. Bidang Prasarana dan Penataan Ruang, membawahkan :
1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 3.1  
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Sumber: Lakip Bappeda Kab Subang

Pola dan bentuk organisasi Bappeda ini didasarkan atas fungsi departemental, keunggulan bentuk organisasi seperti ini antara lain :
a) Monitoring kegiatan dapat lebih efektif karena masing-masing kelompok fungsional lebih berdekatan.
b) Skala ekonomi kegiatan mudah dijangkau. Adanya pengelompokan pekerjaan, personil dapat spesialisasi dan cenderung lebih efisien.
c) Standar kinerja lebih terpelihara sehingga Personil dengan keahlian yang sama dapat berkembang dan saling mengisi.
d) Personil mempunyai kesempatan lebih besar untuk pendidikan dan peningkatan kemampuan teknis. 
e) Spesialis teknik dapat lebih bebas dari pekerjaan administrasi.
f) Pengambilan keputusan dan jalur komunikasi sederhana dan mudah dimengerti.
Spesialisasi kegiatan dari sub bidang merupakan representasi dari kepentingan sektoral dalam Pemerintahan Daerah, struktur ini merupakan pewadahan koordinasi Dinas instansi teknis. 

3.1.7	Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Subang
Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi Bappeda disamping fasilitas dan kewenangan yang melekat pada organisasi. Pada tahun 2009, jumlah pegawai  Bappeda 57 orang yang terdistribusi pada Sekretariat dan 4 Bidang. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Bappeda terdiri atas S-2 (13 orang), S-1 (21 orang), D-4 (0 Orang), D-3 (3 orang), SLTA (20 orang), SLTP (0 Orang) dan SD (0 orang).    
Tabel  3.1
SDM Bappeda Kabupaten Subang
	NO
	UNIT KERJA
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	
	
	S-2
	S-1
	D-4
	D-3
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1.
	Kepala
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	2.
	Sekretariat
	3
	4
	-
	1
	6
	-
	-
	14

	3.
	Bidang Litbang & Statistik
	1
	5
	-
	-
	2
	-
	-
	8

	4.
	Bidang Sosbud
	3
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	11

	5.
	Bidang Ekonomi
	3
	5
	-
	-
	4
	-
	-
	12

	6.
	Bidang Prasarana & Tata Ruang
	2
	3
	-
	2
	4
	-
	-
	11

	Jumlah
	13
	21
	-
	3
	20
	-
	-
	57


Sumber : Sekretariat Bappeda, 2009

Komposisi pendidikan yang imbang antara lulusan sarjana dengan lulusan sekolah lanjutan menengah atas mendukung fungsi perumus kebijakan teknis.
Pengisian jabatan fungsional secara prediktif akan mempengaruhi komposisi personil. Memperhatikan komposisi saat ini, pengisian personil jabatan fungsional akan membentuk piramid terbalik pada komposisi personil berdasarkan pendidikan di Bappeda.

3.2	Perencanaan Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang
Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program dan kegiatan yang telah disusun
Perencanaan yang sistematis melalui mekanisme yang terpadu serasi, selaras dan seimbang diantara kegiatan yang bersifat sektoral antar wilayah dan antar pelaku sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjamin secara optimal.
Peran BAPPEDA seebagai pendukung tugas-tugas pemerintah daerah di bidang penelitian, perencanaan pengembangan dan pembangunan daerah akan semakin penting terlebih lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang   Nomo 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk  mewujudkan pemberdayaan daerah yang berlandaskan azas desentralisasin sebagimana ditekankan dalam kedua Undang-Undang tersebut BAPPEDA Kabupaten Subang menyusun visi dan misi dengan di dasarka pada kepentingan organisasi serta mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Subang.
Didalam penerapan otonomi daerah peran BAPPEDA akan mempunyai peran penting dan strategis sebagai salah satu instansi pendukung pelaksana tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan. Keberhasilan pembangun suatu dera dalam jangka waktu tertentu kiranya tidak akan terlepas dari keberhasilan perumusan rencana dan pelaporan sasaran-sasaran dan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang otonomi daerah maka di rumuskan fungsi yang harus di emban BAPPEDA  Kabupaten Subang dengan landasan hukumnya berupa Perbup No 8 / 2008 fungsi tersebit terutama yang berkaitan dengan penysunan perencanaan umum daerah, rencana strategis, Repeteda, dan RAPBD, pengelolaan data makro, pelaporan bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah,serta sekaligus pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
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